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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -

NOMOR 9 TAHUN1977

TENTANG .

OPBRASI TERTIB.
(  _ . . .

PRESIDEN REFiJBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam usaha untxik menghilangkan praktek-praktek yang
dilakukan oleh oknuih-oknum dalam aparatur Bsmerlncah yang

T ' <i r * • ' "

tidak berdasarkan peraturan seperti pungutan liar dalam berba-
gai bentukrqra dan untuk memperbaiki serta meningkatfcan daya-
guna dan hasil-guna aparatur Rsmerintah, diperlukan adanya
langkah-Jangkah penertiban secara mecyelunih dan terus n^ne*
rus di dalam tubuh aparatur Itemerintah ;

bahwa agar pelaksanaan penertiban tersebut dapat mencapai
hasUyang sebesar-besarnya, dipandang perlu untuk n^mberi-
kw petunjuk ^bagai pedoman peJakaanaannya ;

: L Basal 4 ayat (1) Uhdang-Undang Dasar 1945 ;

2. UrKiasg-undaqg Nomor 3 Tahun 1971 tentang Ibmberantasan
Tindak Fkiana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958);

3. lkidang*^UQdang Nomor 8 Tahun 1974 tentang B>kok-pokok Kepe-
gawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041); ^

4. Keputusan Bres^ien Nomor 9 Tahun 1974 tentang Bokok^pokok
Organlsasi dan Brosedur IComan^ Operasi B^muUhan Keamanan
dan Ketertiban;
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MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

Untuk

PERTAMA

KEDUA
f>

KETIGA

KEEMPAT

: 1, I^ra Menteri Kabinet ifembangunan II;

2. Para Hmpinan Leinbaga Efemerintah Non Departemen ;

3. r^ra Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara; .

4. Kepala Staf Komando Operasi Pemiilihan Keamanan daa
Ketertiban^

•  I -
•

: Meningkatkan peiaksanaan pengawasan dan ̂penertiban ke-
dalam tubuh aparatur di dalam iingkungannya secara terus-

menerus dan menyelurub.

: Mengambil.tindakan admlniscratif dan cindakari hakum terha-

dap mereka yabg melakukan perbuatan dan tindakan yang me-

langgar peraturan yang beriaku atau bertentangan dengati ke-

bijaksanaan Ifemerintab yang ada,

: Memperiiatikan dan, mempergunakan pemnjuk-petunjuk peiak

sanaan sebagai tersebut dalam Lampiran Instruksi Eresiden

mi sebagai pedoman dalam j^laksanaan penertiban,

: Untok memperlancax dan mengefektifkan peiaksanaan pener-

tiban ini diiaigaskaa kepada :

1, Nfenteri Negara Itenertlban Aparatur Negara, untuk meng-

kordinir pelaksanaannya«

2* KASKOPKAfvETIB untuk membantu Departemen/Lembaga

pelaksaoaannya secara operasionil apabila diperlukan.

KELIklA
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Kf'lLlMA InsLiuksj Pf;c-!,(dcn ini snulai tioflaki! pada tnnggal ititctapkan.

Ditet:apkan di Jakarta

.Pada tangvjal 5 September ly7/
PldSSlDEN RIjIPUBLIK IWDONik-.>lA,

t:. t. d.'
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II^TRUKSI MESIDEN REPUBLIKINIXJNESIA

NOMOR 9 TAHUN 1977 " ,

TAIOGGAL S Septeiaber 1977.
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L TUJUAN :

Tujuan penertiban adalah :

1. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna serta meningkatkan kewibawaan
aparatur Pemerintah dan mengikis hafais praktek-praktek penyeleweng-
m dalam semua bentuk dan perwujudannya. -

2» Menegakkan dan meningkatkan kesadaran nasional dan disiplin nasional
balk aparatur Psmerintali maupim raasyarakat dalam rangka ketalianan

. nasional.

XL RUANG Lir-iGKUP: ■ .

Ruang lingkup penertiban meUputi ;

1. Ftenertiban di bidang sistim organisasi dan administrasi : •

a. Struktur Organisasi;

b. Stersonalia, dan

c. Tatakerja/laksana.

2. Bsnertiban di bidang operasioiiil:

Yaitu penertiban terhadap penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan m-

gas di lapangan terhadap ketentuan-ketentuan yaiig telah ditetapkan.
JtenyimpaEgan-penyimpaagan/penyeiewengan antara lain dalam bentuk p
ngiaian liar> komer^alisasi jabaSan, pemborosankeuangannegara, dan

lain sebagainya.

Beberapa cosScfc tentaag bentuk penyelewengan tersebut antara lain :

a. Rmgutan atas gsjih/pensiun Psgawai Negeri oleh oknum instansi
jtaiig bersangkutan ;

b« Pungutan atas pengangkatan Pegawai Negeri oleh instansi yang ber
sangkutan I '

■ c« Pungutan . »



■<
i  ftingucan biaya-biaya riia'lab'uian jx.-}2..awai ot«;U »)k!iuiii ii^a'aa >i

yang bersangkutaii ;

d, l\iaguran olX;h oknujii-<iVuu!ii la.sransi ataa ixiOibcdiati i U.'uiuii/
instanab aohiug'ga liit ninylsatkan harga c!i luai" kewaj.iran (dai^iia
hal tender rni.Si)Inya):

.1.;, Ringutan abas }X.-riibei.'i.!n i.' i; .- scitirui nsaixb izin dagaiigy
izin banguiuiii, i'/Jn kei:ja, .v:; - .(.r dao sybagaiiiya oltai oknu.a ins-
ta»si yiing beraangkiu'ati dai iiTi hai ruekikukan iKlayanaa keii;ula
mA,<8yarakar (tan bal-Ual tX iViUoani ini wrjadi di hantpir set.'an in.;-
taasi yaug niengeluarkau jxa i ■ uuiu-jxirizinan tcrtXihuc;

»  f, l\irigiatan-iHii)gutan oleii utruuni -oknuin Kl'N atas jengaangan Sl.O
untuk belanja rutin ib iupna Ix-tanja }x;ntbangunan ;

■  g, I\irigiitaii-pungaian yang locjiuli dalam jxanasukan baXving, kbusus-
nya di Bea &. Cukai ;

li, l\ingucan-pungutan yaag u rjiuU dalam bal penye{.or)"jn VMjak, stann^
ga besarnya ptjak yang nkif-ajk ke Negara relatii" kecil dibaudfiigkar
yang liiasuk ke oknuni petugas piajak yang bersangkuian ;

i, PUJigutan-pungxitan resnii y^nvg r.idak didasarkan atas {/eraiiiraii
feruudang-undangaii yang yaii iuik di I'ieiwrtenien inaupua tli
E\3merintah Djierah ; tiau

j. Fungutan-'jxnigistan yang Ix rhubungan dengan |3ejnberian kreciii olch
perbaiikan yang biasanyu discbut "uang hangus",

fit. I'id AkSANAAK : -

[. l.angkah |.)enernb;in aRiLMttn aJiijiaya ditingkatkan dalam liugkuugan
ma sing-ma sing iXjp^irtemon ..tau Ijembaga ; balk a|xa:atur {ysmcfin-
canaa di RiSiiiy a(xjratiir (v iiK-ruaahan di daerah-daerah dab. aj>aratur
,/.xekciai.:nniaa negara.

2, ktejxirremen
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2» Ctej^rtemen-departemen dan Lembaga-lembaga supaya lebift mengmtea-
sifkan pslaksanaan pengawasan dan pcngcdckan k.6 dalani»
Para J*i(feiitei-i, &kretaris Jenderal, Direktur JciyJeral, dan Irispektur
jenderal, serta para Fimpinan Ixmbaga, harus mengambii tindakan tegas
dan cepat aj^bila teijadi penyelewengan atau melihat gejala penyeleweng-
an di dalajs Jingkungantiya. Dalam hal dli^erlukan tindakan administratip
amu tindakan lain, hal im harus secepatnya diiakukan. Sorotan masyara-
kat melalui mass media supaya digunakan untuk.dijadikan bahan pengecekan,

3. Bilamana perlu Ins^ktur JendSral atas nama Menteri yang bersangkutan
dapat mengambii tindakan korektif di lapingan terhadap penyimpangan-
penyimpangan pelaksanaan tugas oleh aparat Depa-i'temeh yang bersang
kutan dan ssgera melaporkan ke^tusannya tersebiit fepada Me,nterinya«

4. Pimpiiian histansi yang diawasi hendaknya meoiberikan bantuan pada pe-
laksanaan pengawasan balk yang diiakukan oleh Inspektur Jenderal aiiau

.  Inscansi Jtengawasan lainnya, sepertl Direktorat Jenderal Bsngawasan

Keuangan Departemen Keuangan. . '

5. Ifengawasan yang diiakukan oleh atasan ataupun instansi pengawas hendak
nya tidak lianya berdasarkan forrnaiitas saja (yaitu keiengkapan laporan
saja) tapi harus lebih diiDentingkan adanya pengawasan materlil dengan

, n^emeriksa keadaan sesungguhnya,

6. Apabila daiam peiaksanaan ]tienga.wasan tersebiif cernyata terda|5at bukti-
buktl adanya pelanggaran hukum pidana, maka hams segera dilai|X>rkan

kepada alat-aiat p^negak hukum yang liervvenang (poHsi atau jaksa).

7, Guna memperlancar
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7» Giina.rnerai^erlaiscar jtu -seniua, KASKOPKAMTIB bcrLno;us .'iicfiMXinru

Dej^irteraen dan 1 .en]lxiga -leird,iaga unruk niei;gad,ukan }>incrtd>iiii .sc-
caira opdrdJiionilj SGtjangkati McfitOi'i Ncgura iAIicrtiJit'jir ■A.jtjracu.'i"
gara bertugas ancuic merigkoordinir ixrl.ikwa.faui) d.iri iixsrraksi iai.

8, Mcnteri/Pimpinan J-enibaga agtir nicla^xarkan jX-Utkiiau.ian ixioejiibaa
iui kc|3snla Pjtjsidcn sccaxa b£;j"kciia;, j'XK.la tiaj? akhii buianij


